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BUPATI LAMPUNG BARAT 

PROVINSI LAMPUNG 

PERATURAN BUPATl LAMPUNG BARAT 
NOMOR ?. TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI 
NOMOR 47 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KlNERJA DAERAH 

DENGAN RAH MAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LAMPUNG BARAT, 

Menimbang a. bahwa dalam rangka rnemberikan motivasi dan meningkatkan 
kinerja Pegawai Negeri Sipil dan Calon Peg~wai Negeri Sipil, 
Pemerintah Daerah roemberikan tambahan penghasilan 
dalam bentuk tunjangan kinerja yang diatur dalam Peraturan 
Bupati Nomor 47 Tahun. 2015 tentang Tunjangan Kinerja 
Daerah; 

Mengingat 

b. bahwa sehubungan adanya perubahan terhadap besaran 
tunjangan kinerja, maka Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 
2015 perlu direvisi kembali; 

c. bahwa be.rdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati 
Nomor 47 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Daerah; 

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan 
Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerint.ahan 
Daerah (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran rfegara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
(Lembara.n Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 



Menetapkan 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tabun 2005 tentang 
Pcngclolaan Keuangan Daerab (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara l<epublik lndonesia Nomor 4578); 

5 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedornan Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali te1·akhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
(Betit.a Negara Repuhlik Tndonesia Tah un 2011 Nomor 
310); 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung 
Tahun 2016 tentang Pembenntkan 
Perangkat Daerah; 

MEMUTUSKAN : 

Barat Nornor 8 
dan Susunan 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 
47 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA 
DAERAH. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2015 tentang 
Tunjangan Ki.nerja Daerah (Serita Daerah Kabupaten Lampung Baral Tahun 
2015 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupatl Nomor 3 
Tahun 2017 (Berita Daerab Kabupatcn Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 
30), diubab sehingga berbunyi sebagai berikut : 

l. Ketentuan pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 13 
Besaran TKD untuk setiap jenjang sebagaimana tercantum dalam 
lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan 
ini. 

2. Ketentuan pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

f>asal 19 
Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka semua bentuk honorarium 
pelaksana kegiatan pada belanja langsung daerah untuk PNS termasuk 
honorarium narasumber PNS Kabupaten Lampung ~arat di Wilayah 
Lampung Barat d.ihapuskan, kecuali yang didasarkan pada beban kerja, 
kelangkaan profesi sah d.an / a tau kondisi tempat bertugas, pengelola 
keuangan dan dalam rangka pengadaan barang/jasa. 
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Pasal 11 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung 
Barat. 

Ditetapkan di Liwa 
pada tanggal 10 jo(\uar\ 2019 

BUPATI LAMPlJNG 13ARAT, 

Diundangkan di Liwa 
pada tanggal \0 .~6111\Mirl 2019 

SEKRETA D/\ERAH 
KABUPATE A UNG BARAT, 

KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2019 
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LAMPIRAN PERATIJRAN BUPATI l.AMPUNO RARAT 
NOMOR J- TAHUN 2019 
TANGGAL Io , Jonuo~, 1-0lq 

BESARAN TUNJANGAN KINER.IA 

NO. NAMA ,IA13AT ANi ESELUN SATUAN Bl':SAJ{AN 

l. Sekretaris Daerah (ll.a) bulari Rp 27.500.000 

2. Asistcn (ll. b) bulan t~p 17.500.000 
3. St.a ff Ahli 8upati 01. b) bulan Rp 10.000.000 
4. Kepam 13appeda, BP~ dan lnspcktur bulan Rp 12.500.000 

fi. Kepala OPD (11.b) bulan Rp 10.000.000 

6. Kepala OPD (Ill.a) bulan R~ 7.500.000 ... 
7. Camat (Ill.a) bulan Rp 5.000.000 

Kepala Bagian Setdnkab (Ill.a), Sela-etaris 
8. Ba.ppeda, Sekrctaris BPKD dait Scl<relaris bulan Rp 4.500.000 

lnspeb."tora1 . 
9. Sekretaris OPD. Ka.bag Setwan dan lrban bulan Rp 3.500.000 

10. Kepala l:3id~)1 Bappeda dan BPKD bulan Rp 3.000.000 

11. E..«elon m. b pad a OPO bulan Rp 2.750.000 

12. Eselon lV .a pada Bapµe<La, JJPKD <.Ian 
lnspektoral 

bulan Rp 2.250.000 

13. Kcpala Sub llagian Protokol S.:tdakab bulan Rp 2.250.000 

14. F~~elon IV.a OPD bulan Rp 1.800.000 

15. Eselon IV.b OPD bulan Rp 1.250.000 

16. Jabatan Pelak.sana - -- -- -
Gol.N bulan Rp l.200.000 - - --
Gol.ill: 

- Jabatan Pela.ksana &ppeda bulan Rp 1.100.000 

- Jabatan Pelaksana Protokol dan Ajudan bulan J<p l.100.000 

- Jabatan Pelaksane OPD bulan Rp 900.000 - -- ---·-----
Gol. II : 

• Jabatan Pclaks,ma Bappcda Rp 800.000 

- Jabalan Pelaksana Protokol dan Ajudan uulan Rp 800.000 

- Jobot'ln PeJnksano_ OPD bulan Rp 700.000 

Got. I bulan Rp 600.000 --
I-

_!:ungsional Non Guru 

- Oolongan rv bulan Rp 1.000.000 

- Golorutan lJJ bulan Rp 600.000 ·-••·•·•-···-·· 
- Oolongan II bulan Rp 500.000 

- Golongan I bulan Rp 400.000 
I · 

lnspckloral 

- - Madya bulan Rp 3.000.000 

- Muda J'~AF KOOK!ltl'JA::il bulan f3P 2.300.000 
~ ~-

I f ' • - Pre.tame. . bulan Rp 2 .100.000 
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